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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan RI
No. 158/1997 dan No0.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No. | Huruf ]
Arab Nama Latin
L \
2. <
3. &
4.
&
> ¢z
6.

Keterangan

tidak dilambangkan

lengan titik di
atas

dengan titik di
bawah

7.
8.
9.
10. J ra’ r -
11. J Zai z )
12. o Sin S )
13. o Syin sy -




14.

es dengan titik di

ol sad bawah

15. ) de dengan titik di
ol dat bawah

16. te dengan titik di
3 ta

17.

18.

19.

20.

21.

22.

bawah

zet dengan titik di

23.

24.

25.

26.

27.

ha’

28.

Hamzah

apostrop

29.

R

b

ya
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B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis
lengkap
dadaal - ditulis Ahmadiyyah
C. Ta’ Marbitah
1. Transliterasi untuk ta marbsizah hidup atau dengan
harkat, fatkah, kasrah, dan dammah, maka ditulis
dengan “t” atau “h”.
Contoh: adllbis;
Fitri
2. Transliterasj 7} gan “h”.
Contoh;

at al-Fitri atau Zakah al-

Laldzy, - R
ditulis 'h, kecuali kata Arab

vokal bahasa
Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan
vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No. Tanda Nama Huruf Nama

vii



Vokal Latin
1. Fathah a a
2. Kasrah i i
3. Dammah u u
Contoh:
IS - Kataba Yazabu

d:‘“- Su’

Nama
Fathah adani
dan ya’
& Fathah adanu
dan waw

&S : kaif

E. Vokal Panj
Vokal ang lambangnya

berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai
berikut:

No. | Tanda Nama Latin Nama
Vokal
L& u Fathah dan a a bergaris
alif atas
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2. | & = Fathah dan a a bergaris
alif layyin atas

3. 0 (g Kasrah dan 1 i bergaris
ya’ atas

4 |5 g Dummah i u bergaris
dan waw atas

hu

“al” dalam

kalimat yang afah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya
menjelaskan ...

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla



5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
Ol Al - ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan
huruf Syamsiyah yang mengikutinya
3\.:,3..“.\\ - ditulis as-Sayyi‘ah
H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)
Transliterasi Syaddgh atau Tasydid dilambangkan

dengan huruf yang sa ketika berada di ditengah
maupun di akhir.

dalam/ sistem ab tidak
kapital, namun d

Indonesia
awal kalimat

Contoh.
1 Al : al-imam al-Gazali
g.\'li'\.d\ @uﬂ: al-Sab‘u al-Masani
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya

berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

uf kapital pada
dang “al”, dll.
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harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
digunakan.
Contoh:

A Cyapald : Nasrun minallahi
+aa 3 & Lillahi al-Amr jami’a
Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditr

atas (*) atau apostrof ja
kata. Tetapi jika

sliterasikan dengan koma di
da di tengah atau di akhir
di depan kata, maka

a setiap kata,
itulis terpisah. Ha ta tertentu
ya ‘dengan _huru ah lazim
diran gan kata lain, k ruf Arab
dihilangkan, ma ansliterasi
tersebut dirangka j

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut

e»-“}“ &.“-7' . ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul
Islam
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ABSTRAK

Muhammad Nadzim, 2024. “Kekaburan Norma ‘“Alasan
Mendesak™ Dan Implikasinya Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Kajen”. Skripsi Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas  Syariah, Universitas Islam Negeri K.H.
Abudurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Igbal Kamalludin, M.H.

Kita tahu bahwa d
telah mengatur batas usj
perkawinan telah

ndang-undang perkawinan
i dalam undang-undang

terjadi
agaimana

gat -~ mendesak
p”.  Akan:tetapi | tersebut
celah hukum te iri ng mana
ngat mendesak” t ij

penafsiran fras permohonan
dispensasi nikah, -Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Perkawinan di Indonesia. Berfokus pada putusan pengadilan
yang dengan nomor perkara 378/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan
425/Pdt.P/2022/PA.Kjn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Kajen, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas
parameter dan implikasi dari menafsirkan "alasan mendesak"
yang digunakan oleh hakim. Kajian ini membahas
ketidakpastian hukum dan implikasinya yang timbul dari
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ketidakjelasan ketentuan dan bertujuan untuk memberikan
kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-
prinsip  hukum dan penerapannya dalam konteks
kontemporer.

Kata Kunci: Alasan Mendesak, Usia Menikah, Hakim
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ABSTRACT

Muhammad Nadzim, 2024. "The Furtherness Of The
"Urgent Reason™” Norms and Its Implications For The Ruling
of The Kajen Religious Court". Islamic Family Law Study
Thesis, Faculty of Sharia, K.H State Islamic University.
Abudurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Igbal Kamalludin, M.H.

We know that in
age limit for marri

e law has regulated the
iage law it has been

19 years for . if there is a
deviation, i i e Court. In

rred to in
arents of
Court for
upporting
es its own
ns" is not
explained

rents of the man
est ‘a dispensatio
very urge accompanied by
evidence", n this article, it a
legal loop the phrase "very
explained ively even though

interpretation 0o in the
application for marriage dispensation, after the enactment of
Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the
Marriage Law in Indonesia. Focusing on court decisions
with  case  numbers  378/Pdt.P/2022/PA.Kjn  and
425/Pdt.P/2022/PA.Kjn, issued by the Kajen Religious Court,
this study aims to clarify the parameters and implications of
interpreting "urgent reasons” used by judges. This study
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discusses the legal uncertainty and its implications arising
from the unclear provisions and aims to contribute to a better
understanding of legal principles and their application in the
contemporary context.

Keywords: Urgent Reason, Age of Marriage, Judge
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang
mempersatukan  seorang laki-laki dan  seorang
perempuan, membatasi hak dan kewajiban mereka serta
mengedepankan gotong royong." Perkawinan merupakan
suatu cara untuk menj angsungan hidup manusia,
kehormatan, dan m anusia serta salah satu
usaha manusia

bukanlah
seumur an berbagai
persia gan tujuan

Undang-

tahun 1974 adala
n kekal berdasar
I hukum perkawin
awinan merupak
tan hukum dan
ng laki-laki dan

kesusilaan,

! Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 1996).

% Abd. Rozak A. Sastra, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan
Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara), (Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional).

® Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif
Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011).
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Di Indonesia sendiri hukum perkawinan telah
diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, sejak diundangkan undang-undang
tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam setiap
melangsungkan perkawinan. Prinsip yang dianut undang-
undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon
suami istri harus sudah matang dari segi kejiwaan dan
raganya untuk dapat mel ungkan suatu perkawinan.

an syarat usia
tahun~bagi pria
ensasi imenikah
umur. nan” “dispensasi
Pengadilan de

dibawah
boleh
sangat

orang tua nta dispensasi
kepada Pen angat mendesak
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dan
peraturan tentang kewajiban mendengarkan pendapat
calon pasangan. Hal itu selaras dengan peran badan
peradilan yang mengurusi dispensasi kawin yakni
Pengadilan Agama sebagai sarana terakhir untuk
mencegah perkawinan anak melalui penerapan prinsip



kepentingan terakhir bagi anak dalam penyelesaian
perkara.’

Berdasarkan teori Interpretasi hukum Teleologis
atau sosiologis bahwa penafsiran undang-undang
didasarkan dengan tujuan kepentingan kemasyarakatan
masa Kini. Jadi suatu undang-undang yang masih berlaku
tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan kemudian berdasarkan
interpretasi teleologj
terhadap suatu an kebutuhan masa
Kini, dengan {4

n 2019 tentang
tahun 1974 tenta
san‘yang ada di
m Peraturan Mah
tang Pedoman M

tujuan menghindari
interpretasi , perlu diketahui
tujuan pemberian dispensasi nikah dan batasan-
batasannya.

* Winda Wijayanti, Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya, ed.
yayat sri hayati, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021).

® La Ode Husen & Nurul Qamar, Teori Hukum Relasi Teori dan
Realita, (Makasar: Humanities Genius, 2022).



Dengan demikian dalam frasa “alasan mendesak”
telah terjadi kekaburan norma dan ketidakpastian hukum
dalam dispensasi nikah yang dimaksudkan, baik pasal
maupun penjelasannya tidak menjelaskan dengan jelas
apa yang menjadi dasar pemberian dispensasi nikah.

Setelah undang-undang nomor 16 tahun 2019
diberlakukan hampir seluruh pengadilan agama di
Indonesia mengalami ikan permohonan dispenasi
nikah terutama di P gama Kajen. Pada tahun
2019 sebelum di usia 19 tahun bagi
lah perkara yang
perkara, dan
jkan setelah

ada 101.
0 sebesar
a tahun 2021 seb rkara dan
ebesar 330 perka
peneliti mengim
ak” yang ada
yang ada di Pen
kukan' undang-un

berdasarkan fakta persidangannya anak pemohon berusia
16 tahun 7 bulan dengan calon suaminya yang berusia 23
tahun dan sudah berkerja dengan penghasilan Rp.
2.500.000 per bulan, dalam keterangan para pemohon
menyampaikan bahwa tidak ada keinginan untuk
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan juga anak
pemohon dan calon suami pemohon menyampaikan



sudah sering tidur bersama layaknya suami istri baik itu
dilakukan di rumah orang tua pemohon maupun orang
tua calon suami dan hakim tidak melihat adanya
penyesalan atau rasa malu yang ditunjukkan oleh para
pemohon, sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim
menolak permohonan para pemohon.

Sedangkan putusan nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn
berdasarkan fakta persid nnya anak pemohon berusia
17 tahun 6 bulan se lon suaminya berusia 25

mencintai
khawatir

calon’  suami,
sebut hakim men

lanjut yang

kemudian d KEKABURAN
NORMA “ALASAN MENDESAK” DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA KAJEN”
B. Rumusan Masalah
1. Mengapa terjadi kekaburan norma “alasan mendesak”
dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019?



2. Bagaimana Implikasinya terhadap putusan hakim dan
kepastian hukum terhadap permohonan dispensasi
nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan terjadinya kekaburan norma
“alasan mendesak” dalam undang-undang nomor 16
tahun 2019.

2. Untuk mendeskripsi implikasi terhadap putusan

hakim dan kepa terhadap permohonan

bahan evaluasi
n menjalankan
awinan khusuny:

1 tahun 1974
tentang perkawinan.
E. Kajian Penelitian Terdahulu
Salah satu tujuan utama penelitian pustaka adalah
untuk mencegah topik penelitian yang sama terulang
kembali. Perbandingan penulis dengan penelitian
sebelumnya meliputi:



Pertama, Ikbal Fahri Hasan, “Analisis Penetapan
Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Nabire dalam Perkara Pemaknaan Klausa Alasan
Mendesak pada Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor
16 Tahun 20197, tahun 2023, Tesis mahasiswa
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini
membahas Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan
Dispensasi Kawin di P dilan Agama Nabire dalam
Pemaknaan Klausa desak pada Pasal 7 ayat 2
Undang-undang un 2019. Sehingga
penelitian  ind pa yang akan
i peneliti  ini

Mendesak”

Refiasari
k> dalam

Beni Kurniawan
a “Alasan Sang
ohonan __Dispens
0127/Pdt.P/2021/
disial, Jakarta, 20

dilaksanaka

membicarak

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan
Implikasinya terhadap putusan.

Ketiga, Sirli Amalia, “Penolakan Permohonan
Dispensasi Nikah Perkara Nomor:
184/Pdt.P/2021/PA.BTG Tinjauan Maslahah Mursalah
(Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)”, tahun 2022,
skripsi mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid



Pekalongan. Penelitian ini  membahas penolakan
dispensasi dalam perkara nomor
184/Pdt.P/2021/PA.BTG Perspektif Maslahah Mursalah.
Sehingga penelitian ini berbeda dengan apa yang akan
dilaksanakan oleh peneliti, dimana peneliti ini
membicarakan kekaburan norma ‘“Alasan Mendesak”
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan
Implikasinya terhadap p

an dimana suatu
a pasti karena
lam artian
keraguan
adi suatu
dengan ‘norma ga tidak
atau . menimbulk norma.
berlakuan
onsekuen,
ruhi oleh

astian hukum
ertama ad

karena yang bersifat
umum it ui apa saja yang
boleh dibebankan atau dikalahkan oleh Negara
terhadap individu.

Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk
menjamin  ketentraman dan ketertiban dalam
masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat
sebagai berikut:



a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa
yang bertugas mempertahankan dan membina tata
tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.

b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.
Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap
perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin
kepastian hukumnya.

juga merupakan tujuan dari

hukum akan

tercapai apabj imat undang-undang

I j sehingga tidak

berbeda-beda.

ng harus diisi
atau dile boleh menolak,
memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak
ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim

® Emil El Faisal & Mariyani, Buku Ajar Filsafat Hukum,
(Palembang: Bening Media Publishing, 2021).
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menemukan itu untuk mengisi kekosongann hukum
tersebut.’

Menurut  Effendi  bahwa  sumber-sumber
penafsiran hukum itu adalah Pembentuk Undang-
undang, dengan cara mencamtumkannya pada
undang-undang itu sendiri. Penafsiran hukum oleh
pembentuk undang-undang ini disebut penafsiran
otentik. Sifat dari pgmafsiran otentik ini mengikat

dan A. Pitlo®
fsiran hukum atau

ekaburan’atau “
lam filsafat u
batas-batas dalam
juga oleh. Willi

seringkali
uk pada
. Halnada
n, bahwa

ukakan bahwa

ataan-pernyataan
yang mengandung makna ganda (equivocal) yang
tidak merujuk pada satu istilah, yang dari sudut

’ Ph. Visser’t Hoft, Rechtvinding, diterjemahkan oleh B. Arief
Sidharta, Penemuan Hukum, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ
Parahyangan, 2001).

8 Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan
Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), him.19.
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pandang logika, merupakan pernyataan-pernyataan
yang tidak genuine, sehingga amat sulit bagi penafsir
untuk merekonsiliasi kekaburan ini dengan logika.
Masalah-masalah tersebut “diselesaikan dengan cara
penafsiran hukum.

Kekaburan norma dapat terjadi apabila terdapat
peraturan perundang-undangan yang belum jelas
makna dari peraturan g@sebut dan juga belum adanya
penjelasan yang genai pengaturan pasal
tersebut. Bias Wi dipengaruhi unsur-

ukum-adalah aki
hukum: Karena s
h perbuatan huk kan suatu
kum juga dapa an suatu
um, maka akiba ga dapat
gai suatu akibat i Ikan oleh
perbuatan hukum

dilakuka j p objek hukum
atau aki ebabkan karena
kejadian-kejadian  tertentu  oleh  hukum  yang
bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai
akibat hukum.*®

Metode,

2020).

° Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum: Teori dan
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
19 |shag, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,
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Akibat hukum adalah akibat suatu Tindakan
yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang
dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.
Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan
hukum vyakni tindakan yang dilakukan guna
memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.
Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala
akibat yang terjadi daghsegala perbuatan hukum yang
dilakukan oleh s terhadap objek hukum
i i disebabkan karena
hukum  yang
langgap sebagai

h muncul atau tu akibat
yang perlu-diper h hal-hal
t:
rbuatan _yang di
adap objek huku pat akibat
I suatu perbuatan,
oleh hukum.

tu perubahan atas

Penelitian ini menggeunakan penelitian hukum
yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa
bahan-bahan serta isu-isu hukum berdasarkan
peraturan  perundang-undangan.  Penelitian ini

1 pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Pustaka
Setia, 2009).
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dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum
yang timbul sedangkan hasil yang akan dicapai adalah
preskripsi mengenai apa yang semestinya dilakukan.*?
Dalam hal ini penelitian penjelasan kekaburan norma
“alasan mendesak” dalam undang-undang nomor 16
tahun 2019 dan Implikasinya terhadap putusan
Hakim.

Penulis me Pendekatan Perundang-
undangan, dan Pendekatan
Historis.

an  (Statute
menelaah

Undang-undang hun 1974
inan, terutama da

kekuatan
an nomor

batas usia menikah.
3. Data dan Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer

12 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi
(Jakarta: Kencana, 2019)
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Penelitian dengan menggunakan sumber
bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang
terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum. Bahan
yang di gunakan peneliti seperti Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Huku lam, Peraturan Mahkamah

Mengadili ispensasi  Nikah dan
tahun 2014
ndang Nomor

m Sekunder
Hukum Sekund
ilmiah_yang te
ahan hukum sek

kepastian

metode
gumpulkan dan
menganalisis dokumen. Data dari Undang-Undang
No. 16 Tahun 2019 dan putusan-putusan yang
terkait digunakan sebagai sumbernya.
. Inventarisasi

Penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan
untuk mengumpulkan suatu hukum positif. Dalam
hal ini peneliti menginventarisasikan Undang-
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undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman  Mengadili  Permohonan
Dispensasi Nikah.
c. Sistematisir
Sistematisir merupakan data yang telah
diperoleh sebelu dikumpulkan dan disusun
secara sistemati engan urutannya. Dalam
hal ini penck ikan Undang-undang

ng akumulasikan,
n bahan hukum ng dioleh

H. Sistematika

belakang tujuan masalah,
kegunaan ritik, penelitian
terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il Kerangka Teoritik dan konseptual, yang
menjelaskan Teori Kepastian Hukum, Teori Penafsiran
Hukum, Konsep Kekaburan Norma dan Konsep Akibat
Hukum.

Bab 11l Hasil Penelitian, berisi gambaran umum
penjelasan  “alasan mendesak” dan terjadinya
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kekaburan norma “alasan mendesak” dalam undang-
undang nomor 16 tahun 2019.

Bab IV Pembahasan, yang berisi gambaran
Implikasinya Terhadap Putusan Hakim Dan Kepastian
Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah.

Bab V Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan
dan saran berdasarkan analisa yang ada pada bab
sebelumnya.

~\vf



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 2 menyatakan
“dalam hal terjadi angan terhadap ketentuan
umur sebagaim ada ayat (1), orang tua

hukum_ terhadal

ipun sudah dijel pembuat
akan tetapi penj but masih
multitafsir. Den tersebut

interpretasi sitematis.

2. Implikasi yang terjadi akibat pasal tersebut juga dapat
berpengaruh terhadap putusan hakim. Akibat hukum
yang terjadi dalam putusan nomor
378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn dapat berupa mendapatkan
penetapan dari Pengadilan Agama Kajen berupa

17
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penolakan permohonan dispensasi nikah dan tidak
dapat melangsungkan pernikahan. Sedangkan akibat
hukum vyang terjadi dalam putusan nomor
425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn berupa mendapatkan
penetapan dari Pengadilan Agama Kajen berupa
pengabulan permohonan dispensasi nikah,
melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama
(KUA), dan perkaaipan yang sah. Mengenai
kepastian hukum dalam 2 putusan dengan
putusan dengan No.

ditaati dan
menaati
emtasikan atu ang ada
-undang No. 16 , PERMA
019 serta hukum i
dan:. _Sunnah

kna frasa. “alasa
perkawinan ya

tidak terjadi
. Kemudian dengan seiring dengan tingginya angka
permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada
pengadilan agama kajen, maka Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam
persidangan, seharusnya senantiasa memberikan
nasehat kepada pemohon agar pemohon berkeinginan
untuk menunda perkawinan anaknya hingga usia yang
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telah ditentukan dalam undang-undang. Hakim
seharusnya memeriksa bukti-bukti secara teliti, agar
tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhi putusan
berupa penetepan kepada pemohon.

~\vf



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Azhar, Mudzakaroh. Tentang Perkawinan di Bawah
Umur. Jakarta: Prima Cendikia, 1985.

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis
dan sosiologis). Jakarta: Chandra Parata, 1996.

Alston, William P. The Phi of Language. 1964.

Anshori, Abdul Gh Perkawinan Islam

(Perspektif

aka Kartin,
in &+ Agus
lam..Bandung: Pu
Pengantar Huku
Persada, 2010.

dan Taufani S.
ika Yuridis, Sosi
akham (Hukum
at. Bogor: Gh

. Jakarta:

M dalam
an Proses

Fanani, Muhyar.
Dunia Mo . .

Gijssels, Jan. Wat is Rechtsteorie. Universiteit Antwerpen,
1998.

Halim, A. Ridwan. Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya
Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Holijah. Studi Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana,
2021.

20



21

Husen, La Ode & Nurul Qamar. Teori Hukum Relasi Teori
dan Realita. Makasar: Humanities Genius, 2022.

Imaningrum Susanti, Diah. Penafsiran Hukum: Teori dan
Metode. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ishag. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
2020.

James A. Holland and Julian S. Webb. Learning Legal Rules.

Judaish, Sonny Dewi.

ien. Teori“Huku sar-dasar
rmatif)..Bandung:

Manan, um “Positif* Ind u Kajian
Te akarta: Ul Press,
Margono. dilan, Kemanfa

Putusan Hakim. J

Marzuki, Peter Edisi Reuvisi.
Jakarta:

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. Bab-bab tentang
Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti,1993

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar.
Yogyakarta: Liberty, 1999.

Mertokusumo,  Sudikno. Penemuan Hukum  sebuah

pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.



22

Rahardjo, Satjipto. llmu Hukum. Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2012.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum
Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rasyid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 1996.

Safaat,  Nazruddin.  Rancangan  Bangun  Aplikasi
Multiplatform, Informatika. Bandung: 2015.

Sastra, Abd. Rozak ajian  Hukum Tentang
Perkawinan

Soeroso. Grafika,
20

Supriyadi, an (dari

Te . Pustaka
Se
Syarifin, . Pustaka

Utrech. te oh. Saleh Djinda ar Dalam
sia. Jakarta: Ichti
Visser’t Hoft

Wijayanti, Wind n Dinamikanya,
ed. yayat sri hayati, 1st ed. Depok: Rajawali Pers,
2021.

JURNAL

Fadhilah. Dispensasi kawin di Mahkamah Syariyah pasca
lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019. Jurnal AL-
Syakhsiyyah. Vol. 1, No. 1, 2021.



23

Nugraha, Nazmina Asrimayasha, Dkk. Status Kedewasaan
Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur
Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik
Kenotariatan Di Indonesia: Acta Diurnal. VVol. 4 No.

1 2020.

DOKUMEN

Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor
378/Pdt.P/2022/PA.Kj

Putusan Pengadilan Kajen Nomor

ntang Perubahan
1974 tentang

undang Nomor
nak.

Mahendra hza““dalam™ sid nomor:
2/
pe
ak:

outub&.comiwatch?



https://www.youtube.com/watch?v=byFDPtHKAH8

24

A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Nadzim

TTL . Pekalongan, 15 Januari 2001
Agama : Islam

Jenis

Kelamin

Alamat

Syarifudin

Pensiunan

Rikhanah

Ibu Rumah Ta

Islam

Dukuh Row
RWO

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2007 -2013 : MI WS
KEBONROWOPUCANG
2. 2013-2016 : MTS AL-HIKMAH PROTO

KEDUNGWUNI



25

3. 2016 -2019 SMK SYAFI'Il AKROM KOTA
PEKALONGAN
4. 2020-2024 : UIN K.H. ABDURRAHMAN

WAHID PEKALONGAN

—~\vf



